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A “Lokomotif penggerak ekonomi syariah antara lain adalah lembaga keuangan
syariah, baik bank ataupun non-bank.”- Pengukuhan Prof. Dr. KH. Ma'ruf
Amin sebagai Guru Besar Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara, 2018

J B
, “Pesantren di seluruh pelosok negeri harus terus kita dorong
ntuk menggalakkan kegiatan dan pembelajaran di bidang
ekonomi dan keuangan syariah dalam kurikulumnya.” - Indonesia
Sharia Economic Festival 2022 di JCC Senayan, 6 Oktober 2022

r'”Pesantren diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi

masyarakat yang berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional baik
melalui pengembangan bidang keuangan seperti program Bank Wakaf
Mikro, BMT, atau usaha ultra mikro lainnya maupun sektor rill" -
Peringatan HSN 2021, Jakarta

"Pesantren tidak hanya melahirkan orang paham agama tapi juga bisa memakmurkan
bumi. Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan
melahirkan santripreneur. Hal ini tujuannya untuk memakmurkan bumi guna
mensejahterakan Indonesia." Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah) yang
ditandai dengan peluncuran Gerakan Santri Menabung, Depok, 31 Oktober 2022

Literasi Keuangan Syariah menjadi 50 %. - Rapat Pleno KNEKS, 2022
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“Mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan
syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional”

Ruang Lingkup Pengembangan Pengembangan dan
Ekonomi dan Pengembangan : Pengembangan Dana :
: Industri Keuangan : : Perluasan Kegiatan
Keuangan Industri Produk Halal h Sosial Syariah X b
Syariah Syaria Usaha Syaria
. . " Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi i .
Pemberian rekomendasi kebijakan dan ; : , ’ Perumusan dan pemberian Pemantauan dan evaluasi atas
program strategis pembanjgunan dan sinergitas penyusunan dan rekomendasi atas penyelesaian pelaksanaan arah kebijakan dan

nasional di sektor ekonomi dan pelaksanaan rencana arah kebijakan masalah di sektor ekonomi dan program strategis di sektor ekonomi dan

: dan program strategis pada sektor keuangan syariah keuangan syariah
SCUBITERI Sl ekonomi dan keuangan syariah < . g 4

Penyelenggaraan Fungsi KNEKS sebagaimana dimaksud dalam PP 28 Tahun 2020 Pasal 4
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DinarStandard S #3 Islamic Finance #3 Global Islamic DinarStandard #28,01% Indeks
#3 Global Islamic #1 Global Muslim X Development Finance Report #3 Global Islamic Literasi Ekonomi
Economy Indicator Travel Index (GMTI) Indicator (IFDI) %gwmgg& (GIFR) (#6 di 2018) Flntgch Report 2023 Syariah (BI) 2023
(GIEI) 2023 (#11 di 2018) 2023 & 2024 (42 di 2022) (#10 di 2018) sherNGE (#4 di 2021) (#23,3% di 2022)
Kontribusi Aktivitas Usaha Syariah terhadap PDB Sertifikasi Halal bertambah setiap tahunnya, .
. 4 po ap y Total Ekspor Produk Halal 2023 mencapai USD 50,5
Nasional pada Desember 2023 adalah 46,72% (* dengan total 1.944.195 SH terbit per 31 Agustus Miliar dalam 5 tahun terakhir meninakat 10 95%
ons . 1 1] ()
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sebagai negara yang memiliki
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POTENSI PASAR PARIWISATA RAMAH MUSLIM GLOBAL E

Ekonomi
Syariah

Top 5 negara dalam peringkat SGIER 2023

Weightage 30% 30%

il = T

1 Malaysia 1932 4087 1280
2  Saudi Arabia 93.6 194.9 48.5
3 Indonesia - 932 94.4
4  United Arab Emirates 79.8 1157 59.2
5 Bahrain . B0 s 55.0

* Nilai pengeluaran wisatawan muslim global
pada tahun 2022 sebesar USD 133 Miliar,
naik 17% dari tahun sebelumnya seiring
dengan pemulihan pasca COVID 19.

» Diperkirakan di tahun 2027 mengalami
kenaikan sampai USD 174 Miliar dengan
pertumbuhan 5,5% (CAGR).

» Nilai investasi terkait PRM meningkat
signifikan dari USD 7,8 juta (2021/2022)
menjadi USD 3,4 Miliar (2022/2023)

Sumber: DinarStandard, SGIER 2023

10% 10% 10% 10%
Muslim- Modest Mediaand Pharmaceuticals endekatan penilain di SGIER
Friendly Travel Fashion Recreation and Cosmetics ditentukan oleh:

_ 736 74.4 73.9 « Keuangan/Investasi

99.7 343 375 343 *  Peraturan/pedoman
_ 663 - - » Literasi/kesadaran

: : > « Sosial/budaya

e oms s 585

Investasi & Pengeluaran Wisatawan

Top 5 Muslim travel destination countries
(Inbound est.) +

Top 5 Muslim-friendly travel
consumer markets

US$ BILLION (2022) MILLIONS OF MUSLIM TRAVELERS (2022)

Saudi Arabia 20.6 Turkey 21.1

L UAEIL

Saudi Arabia 11
Egypt 5.2 <N
Tunisia 4.5 _

+
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Program One Pesantren One Product (OPOP) j E';%?i%rr?i KNEKS
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* Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.

1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

* Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 24 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan One Pesantren One Product.

* One Pesantren One Product dimulai tahun 2019 dengan
target 1.000 pesantren setiap tahun selama 5 tahun yang
memiliki produk yang tersebar di 627 Kecamatan di Jawa
Barat.

 Sasaran: pesantren atau koperasi pesantren yang memiliki
potensi bisnis atau bisnis yang sudah berjalan.

* Info terupdate:

v" Realisasi 2019-2023: 5.018 Pesantren Peserta di 27
Kabupaten/Kota dengan 9 Bidang Usaha.

JAWA BARAT |

* Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 62 Tahun 2020 tentang
One Pesantren One Product.

* Program OPOP terdiri atas: Santripreneur,
Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur.

* Target: 1 juta santri wirausaha (Santripreneur), 1.000
pesantren wirausaha (Pesantrenpreneur) dan 1.000
Sosiopreneur alumni pesantren di akhir tahun 2023
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Kajian Dampak OPOP Q o

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran melaksanakan kajian
implementasi OPOP di Jawa Barat, dengan kesimpulan sbb:

Pemberian apresiasi program One Pesantren One Product (OPOP) memberikan akselarasi
dalam pengembangan usaha pesantren, seperti: kenaikan omzet dan kapasitas produksi,
kepemilikan strategi bisnis, perubahan komposisi SDM pada usaha pesantren, dan
bentuk usaha pesantren.

Program OPOP juga berdampak pada indikator makroekonomi. Pemberian
Program OPOP dapat mendorong perekonomian (Laju Pertumbuhan Ekonomi).
Program ini juga dapat menurunkan kemiskinan serta tingkat pengangguran.

Program OPOP juga mendorong pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
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Syariah

Program Prioritas dan Reguler KNEKS E Ekonomi
Untuk Mendukung OPOP

Pengembangan Layanan
Keuangan Syariah Berbasis
Pesantren dan Komunitas

Usaha Syariah Berbasis
Teknologi, Kreativitas, dan
Inovasi

02

OPOP

One Pesantren
One Product

&

Penerbitan Saham/Sukuk
UMKM Industri Halal

o

Kelembagaan Ekonomi Syariah
Tingkat Daerah melalui
Pembentukan KDEKS

Inovasi Produk dan
Layanan Keuangan Syariah

05 03
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Tujuan Program Akselerasi OPOP

Percepatan Implementasi OPOP di Provinsi lain, terutama Provinsi yang telah membentuk Komite Daerah
Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS)

Pengembangan OPOP melalui: Inkubasi dan
Peningkatan Kapasitas (Santripreneur,
Pesantrenpreneur, Peraturan Pendukung);
Sertifikasi Halal; Pembiayaan / Pendanaan,
Pemasaran & Logistik, dan Digitalisasi.

Fasilitasi penerbitan Saham / Sukuk melalui
Securities Crowdfunding Syariah bagi UKM
-~/ pelaksana OPOP di Pesantren.

Fasilitasi dukungan inovasi dan layanan
_;’: keuangan syariah seperti Sukuk Daerah
\_/bagi Pengembangan OPOP.

=

4
'/“\J/teknologi, kreativitas dan inovasi.

Fasilitasi kerjasama dengan KDEKS untuk
akselerasi implementasi OPOP di daerah
masing-masing

Pengembangan Layanan Keuangan Syariah
/ Berbasis Pesantren dan Komunitas

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Fasilitasi dukungan untuk alternatif I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

ooy

(% pemb
Inklusi keuangan: ikhtiar peningkatan \@)’_ A}ff Pemblayaan
kesejahteraan memerlukan kehadiran layanan )

keuangan yang tepat.

Urgens.i Inklusi keuangan syariah masih rendah.
Inklusi Sebagian penyebab utamanya adalah masih M b
Keuangan minimnya jaringan layanan keuangan syariah €nabung

Syariah dan rendahnya literasi keuangan syariah.

Perlu melibatkan Pesantren dan Lembaga
Komunitas untuk memperluas jaringan layanan
keuangan syariah = gerakan Pesantren

dan Lembaga Komunitas “naik kelas”. Transaksi

lainnya

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat (UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
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Akses Pembiayaan/Pendanaan Syariah Ekonomi

B Syariah
Pada Usaha Berbasis Pesantren !

- PESANTREN
= PERBANKAN SYARIAH (BUS, UUS & BPRS)
. UNIT USAHA
. = PEER TO PEER (P2P) SYARIAH
PONDOK PESANTREN = SCE SYARIAH
* LPDB (Khusus Kopontren)
KOPERASI
- PONDOK PESANTREN
(KOPONTREN)

PESANTREN

. SANTRI ENTERPRENEUR
: = KUR SYARIAH (KUR Super Mikro, Mikro & Kecil)

* Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

= PNM SYARIAH (Kelompok/Kumpulan, Khusus
Perempuan)

= Bank Wakaf Mikro (BWM)

: USAHA ULTRA MIKRO = Bank Zakat Mikro (BZM) / BAZNAS

: SEKITAR PESANTREN Microfinance (Khusus Dhuafa)
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Purwarupa Platform Digital Business Matching
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Perkembangan Pembiayaan Syariah UMKM o oom KNEKS
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Konsolidasi Kontribusi Pembiayaan/Pendanaan Syariah bagi UMKM Penerbitan Saham/Sukuk UMKM Melalui SCF Syariah
Per Maret 2024 Per Maret 2024

IDXPapan AkselerasiJan-Mar'24 = 126 X
SCF Syariah - Mar24 | 521 g::;?:‘::gl m == Saham 12,81M 848 278 UKM
Fintech Syariah - Mar24 | 1.002 4 m Sukuk 579,77 M M Penerbit

LKMS - Des23 | 277 Pendanaan

Syariah Bagi
PP Syariah - Mar'24 | 4.281 U};tﬂKM 9 Rp 1 61 '03 Rp 579'77
i § ege ege
MV Syariah - Mar24 | 2848 (Rp, Milliar) Triliun 579,77 Miliar
Pergadaian - Mar24 || 4.699
PNM-Mar24 | 33748 *)Periode Maret 2024 Market Share “Periode Juni 2024
BUS, Uuss &BPRS - Mar24 |IIIEGEGEGEETY XTI Rasio Pembiayaan Bank Syariah (BUS, % Akumula‘si Pendanaan
LPDB Syariah - Mar'24 44 SCF Syariah
yanan - iviar 78 UUS & BPRS) untuk UMKM terhadap Total
KUR Syariah - Jan-Mar24 || 5410 81,66% dari target RIPMN Pendanaan SCF
UMi Syariah - Jan-Mar24 | 935 18% ’ _ (dalam Rp, miliar)
BAZNAS Jan-Mei24 | 32 59,88% dari target MEKSI 1299,75
Sumber Data: OJK, BAZNAS, Kemenkeu, LPDB, IDX, ALUDI) Sumber Data: Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI)

Output Penyelenggaraan Kegiatan

Penyaluran Pembiayaan Syariah kepada Koperasi Syariah Workshop dan Business Matching Pembiayaan Syariah

e SME EPIC : 150 UKM mengikuti

. . F EPIKS : (dalam persiapan) Workshop Pembiayaan Syariah
LPDB-KUMKM Pusat Investasi Pemerintah (PIP Oj K |75™  eepis : (dalam persiapan) KEMEN *W* S\ 1PO - 300 UKM mengiuti

KEUANGAN KOPUKM Forum Pasar Modal di Surabaya

SAKINAH : (dalam persiapan) o

34 18 Rp77.6 34 33 Rp 934 BISLAF : 20 UKM Pitching
Provinsi  mitra Miliar Provinsi Mitra Miliar
NOK o NOF s
e $ - $ @ FeSyar Jawa : (dalam persiapan) ICEFF : 50 UMKM mendaftar
BANK INDONESIA ISEF : (dalam persiapan) FIFTY : (dalam masa
, pelaksanaan)
*) Periode Q1 2024 *)Periode Q1 2024

KREATIPO : (dalam persiapan)




Sinergi Program Kementerian/Lembaga ag\({%?%wi KNEKS

omite Nas|

\ » Sinergi & Kolaborasi Lintas K/L dan Stakeholder terkait lainnya
= Dukungan Pelaksanaan Kegiatan

AnggOta KNEKS Komite Nasional Ekenomi dan Keuangan Syariah - Monitoring dan EvaluaSi
' \ e B
' OTORITAS
BANK ANDONESIA QK % KEMEN *VF*
KEUANGAN
KOPUKM

v v

a. Islamic Creative Economy
Founders Found - ICEFF
(Bootcamp Bandung (22-25

a. Ekosistem Pondok Juli), Bootcamp Yogyakarta
a. IKRA (all vear Pesantren Inklusif (Agustus) . : :
b Bulan( Pe%bia)yaan Syariah Keuangan Syariah (EPIKS) b. Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) a. aplzﬁs('?;' I(Kr:!as;sll;donesm
: : ! - (12 Kota; 8-9 Ola; o-
FESyar (Rangkaian ISEF) (Maret-Oktober) Kota Kolaborasi OJK (Mar- Kota Kolaborasi OJK (Mar-
= (Kick Off BPS (25 Juni) b. Program Santri Cakap Sep'24) Sep'24)
= FeSyar Surabaya (13-15 Literasi Keuangan Syariah c.  Fintech Financing for Tourism b. Fintech Financing for
Sept) . (SAKINAH) (M_arEt-OktOber) and Creative Economy - FIFTY Tourism and Creative
= ISEF Main Agenda c. Forum Edukasi dan Temu (Bandung Demoday, 11-12 Sept) Economy - FIFTY (Bandung
(30 Okt — 3 Nov) Bisnis untuk UMKM (FEBIS) d. KreatlPO (Mei-Des'24) Demoday, 11-12 Sept)
(Maret-Oktober) e. Literasi Keuangan Bekasi (23-25 c KreatIPOyEMei-Des'Zp 4)
April), Magelang (29 April-1 d. Literasi K
Mei) Denpasar (29 April-1 : Iterasi heuangan

Mei), Blitar (7-9 Mei), Toba (15-

17 mei), Tanjung Pinang (21-

23 Mei)
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Business Matching Islamic Financial Hub Ekonomi

. . . . Syariah
Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi £
et LEGAL SUPPORT
TRANSAKSI & - i CREDIT SCORING PEMBIAYAAN DANA
= Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi LAPORAN KEUANGAN (Pe:i;'::nésﬁrégslt:?e::)t . UMKM @ SOSIAL
* Inkubator Bisnis Non-Perguruan Tinggi UMKM
= Rumah BUMN . BZM - BAZNAS, BWM

INKUBASI BISNIS
. . PEMBIAYAAN DANA

LEMBAGA PROGRAM

KEUANGAN

SYARIAH

KUR Syariah, UMi
Syariah, Dana Bergulir

|

3 LPDB

5
sT: . PEMBINAAN
SE: © PELATIHAN PEMBIAYAAN
D‘é‘ E KOMERSIAL

< Perbankan Syariah

7 2 BUSINESS MATCHING (BUS/UUS, BPRS),

Multifinance Syariah,
BMT, Gadai Syariah, P2P
Syariah

ISLAMIC FINANCIAL HUB

‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.‘
.

*

ASOSIAS| BISNIS

. SECURITIES

PURWARUPA PENYELENGGARAAN CROWDFUNDING

= BES-KADIN = TDA
= KPMI = HIPMI
= OKE OCE = APPHI

PLATFORM DIGITAL BUSINESS MATCHING
BUSINESS MATCHING K/L SYARIAH

‘IIIIIIIIIII..

L

* L 4
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER®
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Self Assesment UMKM vs Eligibility Criteria 1JKS & soron KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

iy

UMKM

Self Assesment

Eligibility Criteria

Keuangan,
Profil Kebutuhan Lokasi/Cabang Profil Produk
& Agunan

Platform membantu meningkatkan probabilitas keberhasilan business matching dengan mencocokan
kondisi & kebutuhan UMKM dengan kriteria/persyaratan pembiayaan dari IJKS

I Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah




User Benefit Purwarupa Platform DBM &Ekonomi KNEKS

Syariah

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

UMKM

= Meningkatkan probabilitas = Mendapatkan rekomendasi mitra

keberhasilan business matching | Institusi Jasa Keuangan Syariah
pembiayaan UMKM oleh 1JKS ] ot yang sesuai dengan kebutuhan dan
» Sarana monitoring & evaluasi Al € kondisi bisnis UMKM.
keterjangkauan akses = i B Memudahkan pelaku UMKM untuk
pembiayaan/ pendanaan UMKM; W mengajukan pembiayaan/
=  Database UMKM pendanaan kepada IJKS.

Lembaga Pendamping UMKM

= Mendapatkan rekomendasi
pelaku UMKM yang sesuai
dengan persyaratan (eligibility
criteria) Lembaga Keuangan
Syariah.

= Meningkatkan volume
pembiayaan/ pendanaan
kepada UMKM.

= Memudahkan pendampingan
akses keuangan syariah bagi
UMKM Binaan/Dampingan.
Memudahkan monitoring
UMKM Binaan/Dampingan

dalam mendapatkan
pembiayaan/ pendanaan dari
1JKS.
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Proses Business Matching jEkonomi KNEKS

Platform Pembiayaan/Pendanaan Syariah Terintegrasi Syariah. TAINE=TN)

Platform Digital Business Matching LKS b E .
. i Dashboard
https://dbm.kneks.qgo.i Informasi Umum &0
” KS & e Pengajuan Pembiayaan/Pendanaan
Nama Produk @ e
) Plalfon ) s ek el = I ss it - BRI e i -
UMKM Business Tujuan Pembiayaan ¢ ! : '
M h fn Tenor
Profil atc g9
Kriteria Khusus retah Rekemenda

] Kiteria Umum
Filter Produk Jenis Nasabah
Usia N . VN

Jenis Usaha
Mapping Produk - JKS Sektor Usaha

Domisili Usaha — (= (= —
ETWERVEELES
Kiteria Keuangan PENGAJUAN PEMBIAYAAN PRODUK REKOMENDASI
Kebutuhan Pendapatan (Omzet)
Self Assesment
Modal ;
Laporan Keuangan Pembiayaan/Pendanaan Rekomendasi
AIEERI LA Pengajuan Pembiayaan/ Kesesuaian

Riwayat Pembiayaan

Pendanaan Diproses

.. Produk Keuangan
Kiteria Agunan Pengajuan Pembiayaan/ Syariah yang

Perlu/Tidak Agunan Pend Diteri y
Jenis Agunan endanaan Diterima dlsajlkan dalam

Rasio Agunan Pengajuan Pembiayaan/ bentuk
Pendanaan Ditolak persentase
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Modul Pendamping UMKM ‘E';%?i%wi K EKS

angan Syariah

Melakukan Melakukan onal
Pendampingan Pendampingan . Opsional |

Akses Pendanaan Pengelolaan Dana
Investasi

Melakukan Melakukan
Pendampingan Pendampingan

Akses Pembiayaan Pengelolaan Dana Opsional
Pembiayaan

Melakukan

Pendampingan Melakukan Melakukan Pendampingan <

Penerapan Pendampingan Restrukturisasi Perusahaan

Prinsip-Prinsip Penyusunan Studi

Syariah dalam Kelayakan Usaha Melakukan Pendampingan )

Aktivitas Usaha, Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan
PENDAMPING Pembiayaan dan :

UMKM Pendanaan :

TIDAK LAYAK

KREKS

Melakukan
Pendampingan
Restrukturisasi
Kredit/Pembiayaan

(L]

KREKS

Melakukan

KRBERE

Melakukan
Pendampingan
Penera pan *ringip=
iahdalam

KREKS KREKS

Melakukan
Pendamp |n?
Pendanaan Investasi
bagi UMKM

KBRS

Melakukan
Pendampingan
Mengelala Dana
Investasi UMKM

Melakukan

Pendampingan

Akses Pembiayaan
KM

Melakukan

Pendampingan
Penyusunan Studi
Kelayakan Usaha

Melakukan
Pendampingan
Pengelolaan Dana
Pembiayaan UMKM

Pendampingan
Restrukturisasi

lllll

%
=

Karpamseai [PSD)

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendamping UMKM Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Pendamping UMKM
berdasarkan SKKNI No. 181/2017 (Tambahan selaln SKKNI)
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Modul UMKM Berbasis Digital

KREKS £

MODUL ETIKA BISNIS

KREKS e

{o3 oo KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

e S y— DEA=— | @ ¢

Akuntansi dan
Fintech Syariah
Berbasis Digital

» Digital Entrepreneurship Academy « e s e e e s s 0o e

Digitalisasi UMKM Berbasis
Syariah e

Prinsip dan Etika Bisnis Islam pada
Usaha terdigitalisasi

Akuntansi Digital dan Fintech Syariah
Memaksimalkan Pemasaran Digital
berbasis Syariah

Proses Pengajuan Sertifikasi Halal
untuk UMKM Makanan dan Minuman

Online via 'm

Jadwal Pendaftaran

©2073 - Kawiae Nexbcrs Beseorrs Son Kauongen Srortn

2
Wiisess
Q

| s rsorxn | KREKS {ie=

KNEKS &tz Pengajuan Sertifikasi Halal
P i Svarial Untuk UMKM Makanan
emasaran syarian dan Minuman

Berbasis Digital
AT Batas Pendaftaran [=] % [w] Scan QR

Minggu, 2 Juni 2024 atau akses

E link dibawah:
IIdEA eZahlr A\\LAMl @ evermos

Link Pendaftaran

7N Tanggal Pelatihan 09.00 - 12.00 WIB
*

Kamis, 6 Juni 2024 https://komin.fo/Syariah3

I\()MI\F()

INSTITUT TAZKIA

KEMENIERMN aGA A RI

digitalent.kominfo.go.id # JadiJagoanDigital
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¢ $ Ekonomi
Syariah |

Ekosistem Bisnis Syariah berbasis Pesantren
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Syariah

Pilar Pengembangan UMKM (Berbasis Pesantren) oEkOn.Omi

Jaringan Inkubasi & Pusat Pelatihan
Titik Pusat Pembelajaran dan Pengembangan

Tim Kerja Ekosistem UMKM Industri Halal
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait

Platform Pembiayaan Terintegrasi
Scoring Engine untuk menilai kesesuaian
Pembiayaan dan Pendanaan Syariah untuk
setiap skala usaha

Supplier Management System

Scoring Engine untuk menilai

Kelayakan

Pustaka Aplikasi Digital

, Rekomendasi Aplikasi yang sesuai kebutuhan

Sharia-Compliant Assurance
------------ ;! UMKM .
: ______ Halal Traceability

O N |E Elﬂlﬂ IHEIIHIEI
@ Farm to Table Process Traceability

Data Wargr_louse UMI(M Industr!_HaIaI . Sharia Center of Excellent
Laporan Digital untuk mendukung kebijakan, Bia Data Analvtics berbasis Al
analisa pasar, pemetaan dan lain sebagainya Ig Data Analytics berbasis

Capacity Building
Digital Empowerment
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Ekosistem UMKM (Berbasis Pesantren) - llustrasi { Ekonomi

: Building & b &(Jm oM Oversoas Promotion .
'Incubation b 'b ATDAG, ITPC, |

N | KBRI ;
0 _

Syariah
. Digital | | ‘
. Empowerment : :M""'""ﬂ ¥ |
- @zahr s ¥ :
T | : - : ' |
Capacity | Aspenku . '

. "’ﬂ.l.'vw\(l'.nv R p— Logistic 5 |
e - =
- .x.y. > Halal
5‘.— "' nulnul,u ."' /. T ’ \ A’sur'm.

P- ) ' i -
&'y BSI

| Pemerisaan

‘\‘\‘ ;"l - 'I . i'
s &W‘"W- . UMKMdi e
| " Pesantren Pum "'""'""“‘

|
|
1 |
| I Hasl
|
|
|

R —

|
AT O B : Reoomencau
Pannershlp .' o : | Sertfikasi
[~ ‘ BPJPH
@ o s : I RO TR R R S RS AR = e et St =s -.:.
BAME INDONESIA o : ; El?{ﬂfl?gffgﬁdiﬂ'm aaxtodosod B '00 Public™ ‘
| «4): ©F | Bank Syariah | | !
G c BRIN " - ;: Koperasi .swnelmz\ncmzl
. KEMEN *Vvi* i | ariah, | 1
t xoosue NOPUK] :7; BS. E : | Ba‘.'r BWM | ’ »vestora Jm ,:
In . . |

: Iy EISEER - SRS : sou:mom ::
Qw il ZISWAF Venture Capital | unding }

"""""""""""""""" _— | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah




kema Pemberdayaan UKM Pesantren agkonomi

Case Cabai Juara Ekspor - Nudira, IPB, dan DEKS Bl Syariah

Fasiltasi Sarana Produksi
(Alat, Mesin, & Green House)

A

\ 4

End to end Pendampingan Santri

untuk Produksi (Smart Farming)
A

Pesantren Importir

Case: Diaspora Indonesia
Menjadi Offtaker

\ 4

Coaching Ekspor Pendampingan Ekspor

Pembukaan
Akses Pasar & Logistik , _
onomi dan Keuangan Syariah [lelY




Syariah

Konsep Rumah Produksi Halal Bersama Untuk Pesantren EE'@W‘“

Jasa Produksi

Perizinan & Sertifikasi
Desain & Jasa Pengemasan
Pemasaran

Pergudangan

Pendampingan, Riset & Pengujuan
Bahan Baku

%ﬂ /\n Rumah Produksi

Halal Bersama

A A

Kumpulan
UKM Pesantren

Pabrik Bersama - RPHB

%&‘;’f} Z

Pabrik Sendiri
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Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS) di Pesantren E EI;%rr\i%rA\i

ZONA KHAS

Zona kuliner halal, aman dan sehat merupakan tempat

dimana semua pihak terkait bekerjasama untuk menyediakan
makanan dan minuman yang halal, sehat, aman, dan
lingkungan nyaman sesuai dengan kaidah syariah.




Sarana dan Prasarana Zona KHAS &55%?%%“

|

Kantor pengelola Memiliki Mushola atau dekat Penyediaan air bersih Sarana dan prasarana lainnya, seperti toilet
dengan sarana ibadah basah, tempat cuci tangan, dan lokasi/
(Masjid) ruangan tersendiri untuk merokok.

{ @
Tempat pengolahan, penyimpanan, Tempat pengolahan, penyimpanan, Tempat beribadah/Mushola dengan
pengemasan, pendistribusian, penjualan pengemasan, pendistribusian, penjualan tempat Wudhu dan perlengkapan
dan penyajian sesuai ketentuan SJPH. dan penyajian sesuai persyaratan higiene ibadahnya.

sanitasi pangan.
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TAHAPAN IMPLEMENTASI ZONA KHAS DI PESANTREN

Penentuan e

Lokus

Zona KHAS Cengan

o~ N

S

Stakeholder terkait Zona KHAS
Satgas Halal Kemenag;
Bank Indonesia;
Dinkopukm;

Satgas Halal;

Dinas Pariwisata dan Ekraf;
Dinas Kesehatan

Labkesda

Puskesmas

BBTKLP

10. Bappeda/Bapelitbangda
11. Dinas Perindustrian/Perdagangan

WONaUnhwWwN=

____________________________________________________________

Pengelola

K/L terkait

i e e e

Pemeriksaan

(IKL/SLHS)

Sosialisasi
Pedoman
ZonanKHAS
kepada tenant

Pendaftaran
NIB

Komite Masional Ekonomi dan Keuangan Syariah

L azer KN

Labelisasi
(IKL/SLHS)

Launching
Zona
KHAS
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LOKASI ZONA KHAS E Eonom,

Diresmikan (20 Lokus) : [N
Siap Diresmikan (10 LoKkus):

Tahap Persiapan (10 Lokus) : [N

\

SULUT

BABEL
SULTRA

6NG SULSEL 9

| JABAR ATENG
H B aEBE B BB
2 - - _

1 1 -

| Komite Nasional Ekonomi dan KeuanganSyar&

—_—




KNEKS

Komite Nasional Exonomi dan Keuangan Syariah

Komplek Kementerian Keuangan ". 4“#
Gedung Djuanda Il Lt. 17 ’ ;f 4
JI. Dr. Wahidin Raya No. 1 | O elied }
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710 B, e

- 4 zg:‘:‘:}:;:t
Follow us! ’:5":;-‘:%:

' @kneks.id

. @kneks.id ) AN A
' : AN
y ._‘ - ‘3'..’ "“"
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Jenis Produk dan Jasa yang Wajib Bersertifikat Halal

Sertifikat halal yang diterbitkan ™
berlaku untuk 1 jenis produk.
Jenis produk sesuai ketentuan

KMA No. 748 Tahun 2021 m?nkj;aal
tentang Jenis Produk yang Wajib Obat
Bersertifikat Halal. Kosmetik

Produk Kimiawi

Produk Biologi

Produk Rekayasa Genetik
Barang Gunaan yang dipakai,
digunakan, dan dimanfaatkan.

e

Penyembelihan
Pengolahan
Penyimpanan
Pengemasan
Pendistribusian
Penjualan
Penyajian

HALAL

INDONESIA

)

Noupkrwpn=
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Sertifikasi halal melalui
pemeriksaan dan/atau pengujian
kehalalan produk oleh LPH.

Skala Usaha: Besar, Menengah, Kecil,
Mikro

Produk: Barang, Jasa

Aktor Pemeriksa: Auditor Halal pada LPH
Penetapan Halal: Komisi Fatwa MUI,
Komite Fatwa Produk Halal

HALAL

INDONESIA

Sertifikasi halal yang dilakukan
berdasarkan pernyataan pelaku
usaha

Skala Usaha: Mikro, Kecil

Produk: Barang

Aktor Pemeriksa: Pendamping Proses
Produk Halal yang teregister
Penetapan Halal: Komite Fatwa
Produk Halal
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21 Hari 12 Hari

Kerja Permohonan SH melalui pernyataan Kerja
halal pelaku usaha di SIHALAL |
— ) Pemeriksaan kelengkapan .1 hari kerja M : — ) Verifikasi dan validasi atas :
dokumen permohonan i pernyataan pelau usaha ;
i _____________________________________________________________ , 10 hari
Penetapan LPH Plharikera | kerja "
“““““““““““““““““““““““““““““““““ ’ Verifikasi dan validasi secara sistem “: ac
------------------------------------------------------- . o atas laporan hasil | S
Pemeriksaan dan /atau 3 . LU i Q
n i 15 hari e Penerbitan STTD (Surat Tanda : w
engujian kehalalan produk ! . , !
penguy produ . era 8 Terima Dokumen) 5 Q.
Pengiriman dokumen hasil : maks W | N ';'1
pemeriksaan/pengujian ke MUl | o w
dengan tembusan kepada BPJPH ; : . ) “
. Komite Fatwa Sidang fatwa atas laporan hasil 1 hari kerja
. 22 Produk Halal 4, pendampingan PPH yang telah
s diverifikasi BPJPH
/f‘ Sidang fatwa dan penetapan 3 hari kerja
am halal .
' 1 harikerj
_______________________________________________________ —— Penerbitan Sertifikat Halal setelah arena
\ “ 3 \: BPJPH menerima ketetapan halal |
BPJPH \,E Penerbitan Sertifikat Halal | 1harikeria | . /

Pelaku Usaha kemudian mengunduh SH di SIHALAL

_________________________________________________________

Sumber: UU No 6 Tahun 2023 — PP Nomor 39 Tahun 2021 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah




Auditor halal

*  Orang yang memiliki kemampuan melakukan
pemeriksaan kehalalan Produk

* Ditugaskan oleh LPH untuk melakukan
pemeriksaan kesesuaian dokumen dan lapangan

Juru sembelih Halal (JULEHA)

e Juru sembelih yang memiliki kompetensi untuk
melakukan penyembelihan sesuai dengan
syariat Islam
« JULEHA disertifikasi oleh MUI Pendamping PPH

@ * Pihak yang melakukan pendampingan
} kepada pelaku usaha mikro dan kecil
dalam memenuhi persyaratan

kehalalan produk

* Pendamping dapat berasal dari instansi
atau badan usaha pemerintah,
perguruan tinggi, ormas dan Lembaga
keagamaan Islam

A,

Penyelia halal

* Orangyang bertanggung jawab terhadap
proses produksi halal di perusahaan

* Dapat berasal dari internal perusahaan
maupun organisasi kemasyarakatan, instansi
pemerintah, badan usaha atau perguruan

tinggi
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THE NEW ERA OF INDONESIAN
HALAL INDUSTRY

Syariah

Strengthening the Sharia Economic Sector
with the Support of the Halal Industry
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